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Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah swr. Sebab atas karunia dan

inayah-Nya, Laporan Hasil Pengawasan Daerah bulan Mei 2023 di Pengadilan

Agama Jakarta Timur dapat selesai dengan cepat dan tepat pada waktunya. Juga

tidak lupa shalawat dan salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung

di Provinsi Jakarta, sudah menjadi tugas pokok untuk selalu melakukan Pembinaan

dan Pengawasan pada pengadilan agama yang berada dalam wilayah

yurisdiksinya. Untuk Periode Mei 2023, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bidang Manajemen Peradilan,

Administrasi Persidangan dan Teknik Yustisial. Administrasi Perkara., Administrasi

Umum serta Kinerja dan Pelayanan Publik.
Tim Pengawasan Daerah untuk Pengadilan Agama Jakarta Timur terdiri

dari 3 orang Hakim Tinggi, 2 orang Panitera Pengganti, dan 1 orang Pejabat

Kesekretariatan, berbagi tugas yang berimbang sehingga waktu yang diberikan

dapat berjalan efektif dan efisien.

Pada akhir Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Agama Jakarta Timur

menandatangani kontrak kinerja, sebagai suatu bukti kesanggupan bahwa seluruh

jajarannya akan memperbaiki kekeliruan dan menyempumakan kekurangan dalam

menjalankan tugas dan fungsi.
Besar harapan kami, semoga laporan ini bermanfaat dan apa yang menjadi

temuan dapat diperbaiki. Tak ada gading yang tak retak, kesempurnaan hanya

milik-Nya, jika ada saran dan kritik, kami menerima dengan tangan terbuka.

Demikian, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.
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Sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta' Nomor

W9-Al469/PS.01/1/2023 tanggal 31 Januari 2023 dan Surat Tugas Nomor W9-

Al1342JPS.04/4/2023 tanggal 28 April 2023, denqan berpedoman dalam rumusan

yang terdapat dalam buku IV dengan melalui KMAl080/SKlVIII/2006 yang

disempurnakan oleh KMAl145NII1I2007 tanggal 29 Agustus 2007, buku IV tersebut

dijadikan pedoman dalam pengawasan, baik pengawasan yang dilakukan oleh

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, oleh Pengadilan Tingkat Banding

maupun oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Dalam hal ini pengawasan dilakukan di

Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing Hakim Tinggi Pembina

dan Pengawas Daerah (HATIBINWASDA) pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

tahun anggaran 2023, meliputi bidang Manajemen Peradilan, Admnistrasi

Persidangan, Teknis Yustisial, Administrasi Perkara, Bidang Administrasi Umum

dan Kinerja dan Pelayanan Publik.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang
diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah meletakkan dasar

kebijakan, bahwa segala urusan mengenai Peradilan Agama, pengawasan tertinggi

baik menyangkut teknis yustisial, organisasi, administrasi dan finansial berada di

bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI. Sedangkan untuk menjaga dan

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan

eksternal sebagaimana tersebut pada Pasal 12 huruf (d) Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009, dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi pokok rnanajerrrerruntuk

menjaga dan mengendalikan, agar tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan

sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berJaku.

BAB I

PENDAHULUAN



Laporon Hasil Pembinoon don PengawosanHotibinwasda PAJakarta Timur, Mei 2023
)

)

)

D. Metode Pengawasan

Untuk mendapatkan hasil yang valid dan akurat, dalam melaksanakan

pembinaan dan pengawasan ini, Tim menggunakan metode:

.J

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas

Oaerah di Pengadilan Agama Jakarta Timur, adalah berdasarkan:

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-

Al469/PS.01/1/2023 tanggal 31 Januari 2023, Tentang Penunjukan Tim
Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Oaerah Oi Lingkungan Pengadilan

Tinggi Agama Jakarta;

2. Surat Tugas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor

W9-Al13421PS.04/4/2023 tanggal28 April 2023;

B. Ruang Lingkup Pengawasan

A. Pemeriksaan Teknis Yustisial;

B. Administrasi Pengadilan (Pola Bindalmin);

C. Tujuan Pembinaan dan Pengawasan
Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas

Oaerah,dimaksudkan untuk hal-hal sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan Manajemen

Peradilan, Administrasi Persidangan dan Teknik Yustisial. Administrasi

Perkara., Administrasi Umum serta Kinerja dan Pelayanan Publik. di

Pengadilan Agama Jakarta Timur, apakah sudah sesuai dengan Buku

IV Mahkamah Agung RI tahun 2009 yang dijadikan pedoman dalam

pembinaan dan pengawasan atau belum.
2. Untuk melakukan kontroling terhadap program kerja yang sedang

berjalan, sehingga apabila ada ketidak sesuaian antara program kerja

dengan aturan yang ada, segera diadakan perbaikan dan pelurusan.

3. Untuk mengevaluasi dan membina, agar aparat Pengadilan Agama

Jakarta Timur tetap termotivasi dalam melaksanakan tugas dengan penuh

rasa tanggung jawab.

A. Dasar Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan
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E.Waktu Pelaksanaan
Berdasarkan Surat Tugas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Jakarta NomorW9-A/1342/PS.04/4/2023 tanggal 28 April 202 pengawasan di

Pengadilan Agama Jakarta Timur dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, terhitung

dari tanggal 9-11 Mei 2023 oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas

Daerah, Panitera Pengganti, dan Pejabat Kesekretariatan sebagai berikut:

./

2. Teknik Analisis Data
Karena data yang diperoleh adalah berupa data kualitatif, maka teknik

analisis data yang digunakan dalam pengawasan adalah tehnik analisis

deskriptif kualitatif.

2) Pemeriksaan pada dokumen-dokumen antara lain register-register,

laporan-Iaporan perkara bulanan, buku-buku kendali, buku bantu dan
lain-lain.

1. Teknik Pengumpulan Data, Tehnik pengumpulan data yang digunakan

adalah:

a. Wawancara (Interview), yaitu suatu metode pengumpulan data dengan

melakukan pertanyaan/wawancara yang diajukan kepada responden

untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan masalah yang

akan diperiksa, karena wawancara adalah sebagai tehnik/alat
pengambilan data primer. Dalam hal ini digunakan bentuk

pertanyaan/wawancara tidak terstruktur, yaitu dengan pedoman

pertanyaan/wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan
ditanyakan kepada pejabat yang berwenang dengan interview kepada

personil yang memegang posisi tertentu, lain yang terkait.

b. Studi Dokumentasi, metode ini digunakan untuk memperoleh data.

skunder dengan cara:
1) Pengisian instrumen pemeriksaan sebagaimana diatur dalam buku IV

tentang Tatalaksana Pengawasan Peradilan oleh Mahkamah Agung

RI.
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NIP

PangkatlGolongan

Nama

\

Windarti, S.E., M.H., M.M.

19780810.200604.2.003

Pembina (lVI/a)

6.

Nama

NIP

PangkatlGolongan

Jabatan

Titiek Indriaty, S.H.

19610910.198503.2.002

Penata Tingkat I (III/d)

Anggota

5.

8angbang Sri Pancala, M.H.

19660505.199403.1.006

Pembina (IV/a)

Anggota

Nama

NIP

PangkatlGolongan

Jabatan

4.

Nama

NIP

PangkatlGolongan

Jabatan

Drs. H. Mahmud HD, M.H.

19601204.199003.1.004

Pembina Utama (IV/e)

Anggota

3.

Dr. Drs. H.Misran, S.H, M.H.

19630714.199203.1.005

Pembina Utama (IV/e)

Anggota

Nama

NIP

PangkatlGolongan

Jabatan

2.

Nama

NIP

PangkatlGolongan

Jabatan

Ora. Hj. Siti Romlah, M.H.

19560505.198403.2.002

Pembina Utama (IV/e)

Ketua Tim

1.

J

..J
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A. Bidang Manajemen Peradilan

1. Kondisi

Dokument program kerja tahun 2023 ditemukan dalam bentuk
softcopy, tidak tersedia yang berjilid.

Kriteria

Seharusnya, disediakan juga yang hardcopy sebagai kelengkapan.

Sebab

Dokumen program kerja termasuk salah satu documen penting yang

harus dijaga keberadaannya serta mudah untuk mendapatkannya.

Akibat

Dokumen tidak mudah untuk ditemukan/dicari.

Rekomendasi

Sebaiknya ada yang dijilid atau dicetak agar dapat dilihat dan dibaca

dengan mudah.

2. Kondisi

Tidak ada peningkatan apa yang tertuang dalam program kerja terhadap

ruang arsip, karena ditemukan tidak rapi, ditemukan banyak barang­

barang yang tidak terkait dengan arsip perkara.

Kriteria

Seharusnya ruang arsip rapi, tidak kumuh dan harus wangi/harum.

Sebab

Tidak ada upaya untuk merapikan ruang arsip dan kurang pengawasan

dar; atasan terhadap ruang arsip.

Akibat

Ruang arsip kumuh dan tidak terurus dengan baik.

/

Mengawali acara Pembinaan dan Pengawasan, telah dilaksanakan

Pemeriksaan Kas Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya dan

telah dibuatkan berita acara penutupannya. (Terlampir)

BAB II

HASIL TEMUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
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Rekomendasi

Segera menata ruang arsip yang baik dan rapi serta harum wangi.
3. Kondisi

Tidak ada peningkatan sebagaimana tertuang dalam Program kerja
mengenai Pembuatan 8erita Acara Sidang tidak sesuai dengan SOP,

salah satunya harus selesai dibuat sebelum hari sidang berikutnya.
Kriteria

Pembuatan 8erita Acara harus dilaksanakan sesuai SOP

Sebab

Panitera Pengganti tidak melaksanakan tugas sesuai SOP revisi ke 3

tanggal 20-3-2020, tanggal efektif 20-3-2020.
Akibat

Pelaksanaan sidang terkait pembuatan Berita Acara Sidang tidak berjalan
sesuai SOP dan memperlambat proses penanganan perkara.

Rekomendasi

Agar Panitera Pengganti melaksanakan tugas membuat 8erita Acara

Sidang sesuai dengan SOP dan tugas Panitera Pengganti harus tetap

diawasi dan dibina;
4. Kondisi

Tidak berjalannya program kerja dalam bidang pengawasan khusus,

karena Buku Induk Keuangan Perkara tidak dilakukan pemeriksaan

insidentiloleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, minimal satu kali

dalam tiga bulan, dapat dilihat dari penutupan Buku Induk Keuangan

Perkara.
Kriteria

Seharusnya dilakukan oleh Ketua, pemeriksaan insidentil dimaksud.
Sebab

Kurang Kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara pemegang buku

induk keuangan perkara dengan Ketua.

Rekomendasi

Agar dilaksanakan pemeriksan insidentil dimaksud serta peningkatan

Kerjasama pihak terkait;

)

I
"'--'
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Putusan Cerai Talak. Pada saat mediasi telah disepakati masalah nafkah

iddah, mureh, maskan dan perawatan anak diberikan kepada Termohon.

Pada saat menyampaikan jawaban, Termohon menyetujui hasil kesepakatan
pada saat mediasi tersebut, namun ditambah dengan biaya anak agar

diberikan oleh Pemohon tanpa menyebut besarannya.

(Berita Acara Sidang halaman 23)

Dalam replik dan duplik maupun kesimpulan masing-masing juga sudah tidak

disinggung masalah gugatan nafkah anak tersebut.

Sementara kedua orang anak masing-masing masih berumur 10 tahun dan 7

tahun.

Termohon hanyalah sebagai Ibu Rumah Tangga saja, sementara Pemohon

sebagai Karyawan Swasta. Dan pada saat mengajukan permohonan talak,

Pemohon memakai jasa AdvokatiPengacara (berarti orang yang cukup

mampu);

.j

Putus 13 April 2023.

Obrik Nomor 454/Pdt.G/2023/PAJT.

B. Bidang Administrasi Persidangandan Teknis Yustisial

1. Kondisi.

5. Kondisi

Tidak terlaksana peningkatan pengawasan dalam hal link tindak lanjut hasil
pengawasan tidak terisi atau tidak di uploud di Kinsatker.

Kriteria
Seharusnya diisi karena ada link untuk itu.

Sebab

Tidak ada dilakukan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Hakim Pengawas
Bidang

Rekomendasi

Agar dilakukan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan oleh Hakim Pengawas

Bidang pada triwulan I, Januari - Maret 2023.

---
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) Kriteria:
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti harus cermat dalam membuat

Berita Acara Sidang. Karena Ketua Majelis lah yang bertanggungjawab)

2. Kondisi:
Obrik Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.JT.
Putus 6 April 2023 (Perkara Permohonan Talak)

BAS tidak diberi nomor halaman

Panitera Pengganti tidak konsisten menggunakan kata sebutan

PemohonlTermohon, terkadang menggunakan kata Penggugat

lTergugat.

Dalam Surat Permohonan Talak Pemohon, dinyatakan keduanya

(Pemohon dengan Termohon) belum dikaruniai anak, tetapi dalam

tanya jawab antara Majelis Hakim dengan Saksi-saksi ditulis Pemohon

dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Dalam keterangan Saksi-saksi dinyatakan yang meninggalkan rumah

tangga adalah Termohon, tetapi dalam kesimpulan Majelis Hakim yang

meninggalkan rumahtangga adalah Pemohon. Padahal dalam

permohonan talak yang pergi meninggalkan rumahtangga adalah

Termohon;

- Salah satu orang Hakim Anggota belum tandatangan;J

Sebab:
Putusan Pengadilan Agama tidak memperhatikan SEMA Nomor 4 Tahue

2016 (angka) 5 yang berbunyi: Pengadilan Agama secara ex officio dapat
menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak

tersebut berada dalam asuhan ibunya, hal ini sejalan dengan Pasal 156

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Akibat.
Perempuan yang ditalak tidak terlindungi;
Rekomendasi.
Agar Hakim-hakim memperhatikan peraturan-peraturan yang baru hingga

sesuai dengan kebutuhan zaman (Up to date)

L

L
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memperhatikan/mengoreksi BAS.

3. Kondisi:

Obrik Nomor 1562/Pdt.G/2023/PA.JT.

Putusan memang di NO.

Tetapi Majelis Hakim dalam penulisan kepanjangan NO tidak benar

karena menulis Noet Onvankelijk Verklaart, dalam pertimbangan hukum.

Dalam Diktum sudah berubah menjadi Niet akan tetapi tetap Verklaart.

Seharusnya Niet Onvankelijk Verklaard dan harus ditulis miring karena

merupakan Bahasa asing (Belanda).

Kriteria:

Majelis Hakim harus hati-hati dan cermat dalam setiap kata-kata asing

yang dijadikan atau dimasukkan dalam putusannya

Sebab:

Putusan Majelis Hakim adalah Mahkota bagi Hakim;

Akibat:

Ketika membaca Putusan terasa ada yang tidak pas;

Rekomendasi:

Meskipun Putusan dinyatakan NO (tidak dapat diterima) akan tetapi

Majelis Hakim harus tetap hati-hati dan cermat dan apabila menulis

kalimatlkata-kata dalam Bahasa Asing hendaklah melihat sumber asli baik

berupa Buku atau Kamus yang berkaitan dengan itu;

)

AnggotaHakim-hakimtermasukHakimMajelisAgar

atas pembuatan dan penandatanganan berita acara sidang. (Buku II

halaman 30 sId 31);

Penyelesaian Putusan dalam hal ini penandatanganan putusan oleh

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti harus lengkap (Buku II halaman

32).

Sebab:
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak teliti dan tidak cermat;

Akibat:

Berita Acara sidang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Rekomendasi.

L

L



Laporan Hasil Pembinaan dan PengawasanHatibinwasda PAJakarta Timur, Mei 2023
)

)

)

)

4. Kondisi.
Obrik Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.JT.
Bukti - P hanya 1 (satu) buah yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah.

Putusan ini belum ditandatangani oleh Majelis Hakim, akan tetapi ada
bekas tandatangan di atas materai oleh Ketua Majelis namun dicabut

Materainya karena terjadi kesalahan ketik nama Hakim Anggotanya,

namun selanjutnya oleh Majelis Hakim tidak dilengkapi

penandatanganan Majelis Hakimnya

Kriteria.

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti harus cermat dalam meminutasi

berkas perkara. Ketua Majelis lah yang bertanggungjawab atas pembuatan

dan penandatanganan Putusan. (Buku II halaman 32);

Sebab.

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti kurang cermat dalam meminutasi

berkas;

Akibat.

Meskipun Perkara ini telah diputus pada tanggal 7 Februari 2023 namun

belum lengkap minutasi berkasnya;

Rekomendasi.

Agar Panitera Pengganti segera menyelesaikan minutasi berkas ini;

Majelis Hakim diharap lebih teliti;

5. Kondisi.

Putusan dan BAS perkara nomor 2711/Pdt.G/2022/PA.JT. dalam

menuliskan bukti-bukti P hanya ditulis Bukti P.1 dan P.2 dan seterusnya,

yang berupa fotokopi, Ketua Majelis tanpa menuliskan "telah di-Ieges/di­

nazegelen" dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diparaf oleh Ketua

Majelis;

Kriteria:

Majelis Hakim Ketika menerima bukti-bukti dari para pihak hendaknya

mencocokkan bukti-bukti yang diajukan yaitu yang berupa fotokopi

dicocokkan dengan aslinya selanjutnya dilihat apakah sudah diberi meterai

./

\..
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)

Untuk dipelajari lagi dan selalu dipedomani Buku ")

Rekomendasi:)

Validitas alat bukti menjadi tidak jelas, apakah bukti tersebut dapat diterima

sebagai alat bukti atau menjadi bukti yang dikesampingkan;

Ketua Majelis tidak berpedoman pada Buku "

Akibat:

6. Kondisi:

Perkara NO.197/Pdt.P/2023; NO.5/Pdt.G/2023; pada lembar alat bukti tidak

disertakan keterangan bahwa alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan

aslinya.

Kriteria:

Setiap alat bukti harus diperiksa dan diberi keterangan telah dicocokkan

dengan aslinya, kemudian dinyatakan sesuai atau tidak sesuai dengan

aslinya;

Sebab:

atau belum dan jika sudah ada meterai yang cukup selanjutnya diparaf dan

diberi tanda P. 1 dst. atau T.1 dst;

Sebab:
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak cermat dalam membuat

Berita Acara Sidang dan Putusan;

Akibat:

Tehnis Yustisia/-nya tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai dengan

ketentuan yang ada;

Rekomendasi.
Agar Majelis Hakim lebih cermat dan berhati-hati dalam menyidangkan

setiap perkara;

Agar masing-masing Hakim, baik Ketua Majelis maupun Hakim Anggota

berkesempatan membaca Putusan maupun Berita Acara Sidangnya

sebelum menandatanganinya dan apabila ditemukan suatu yang tidak

semestinya dapat diperbaiki seperlunya;

l
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)

)
dibuat memenuhi syarat relaas.

)

Rekomendasi:

Jurusita atau Panitera mengingatkan Jurusita Pengganti agar relaas

J

Relaas panggilan tidak sempurna.

Akibat:

Sebab:

Kelalaian Jurusita Pengganti.

C. Bidang Administrasi Perkara

1. Kondisi:
Perkara Nomor 2555/Pdt.G/2022/PAJT, relaas panggilan kepada

Tergugat tidak ada renvoi

Kriteria:

Relaas panggilan adalah akta otentik.

Agar Panitera Pengganti berhati-hati dalam membuat BAS

Tidak tertibnya administrasi penulisan

Rekomendasi:

Panitera Pengganti tidak teliti dalam pembuatan BAS

Akibat:

Seharusnya tidak perlu ada coretan pensil

Sebab:

Panitera Pengganti, ada coretan pensil

Kriteria:

Perkara nomor 44/Pdt.P/2021/PABtk, dalam proses pembuat BAS oleh

7. Kondisi:

'_
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)

)
Rekomendasi:

)
Berita Acara Sidang yang kurang sempurna.

Sebab:

Kelalaian Panitera Pengganti

Akibat:

./

8erita Acara Sidang halamannya harus bersambung.

Kriteria:

Perkara Nomor 4469/Pdt.G/2022/PA.JT, Berita Acara Sidang yang tidak

halamannya. Berita Acara Sidang tanggal 27 Oktober 2022 halamannya

halaman 1, padahal halamannya-halaman 7.

dibuat memenuhi syarat relaas.

3. Kondisi:

Jurusita atau Panitera mengingatkan Jurusita Pengganti agar relaas

Rekomendasi:

Relaas panggilan tidak sempurna.

Akibat:

Kelalaian Jurusita Pengganti.

Kriteria:

Relaas panqqilan adalah akta otentik harus direnvoi.

Sebab:

tanggal17 Maret 2022 tidak di renvoi.

Perkara Nomor 1164/Pdt.G/2022/PA.JT, relaas panggilan untuk sidang

2. Kondisi:
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)

)

.)

Kelalaian dan kurang teliti dari Ketua Majelis.

Akibat:
)

Sebab:)

5. Kondisi:

Perkara Nemer 4576/Pdt.G/2022/PAJT, bukti dari Penggugat tidak

dicocokkan dengan aslinya, tidak diberi tanggal, tidak diberikan tanda P

dan tidak di paraf.

kegiatan pertemuan rutin.

Agar Ketua dapat mengingatkan kepada para hakim pada saat

Kelalaian dari. Majelis Hakim

Akibat:

Berita Acara Sidang tidak sempurna

Rekomendasi:

Sebab:

dan paraf.

Bukti-bukti harus dicocokkan dengan aslinya, diberikan tanggal

Kriteria:

dengan aslinya, tidak diberi tanggal dan tidak diparaf.

Perkara Nomor 4399/Pdt.G/2022/PA.JT, Bukti P-1 tidak dicocokkan

4. Kondisi:

Panitera mengingatkan kepada Panitera Pengganti agar berita

acara sidang lebih sempurna.
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)

)

Kelalaian dan kurang teliti dari Ketua Majelis.

Akibat:)

)
Sebab:

5. Kondisi:

Perkara Nomor 4576/Pdt.G/2022/PAJT, bukti dari Penggugat tidak

dicocokkan dengan aslinya, tidak diberi tanggal, tidak diberikan tanda P

dan tidak di paraf.

kegiatan pertemuan rutin.

Agar Ketua dapat mengingatkan kepada para hakim pada saat

Kelalaian dari. Majelis Hakim

Akibat:

Berita Acara Sidang tidak sempurna

Rekomendasi:

Sebab:

dan paraf.

Bukti-bukti harus dicocokkan dengan aslinya, diberikan tanggal

Kriteria:-
dengan aslinya, tidak diberi tanggal dan tidak diparaf.

Perkara Nomor 4399/Pdt.G/2022/PAJT, Bukti P-1 tidak dicocokkan

Panitera mengingatkan kepada Panitera Pengganti agar berita

acara sidang lebih sempurna.

4. Kondisi:

\.
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J

Perkara Nomor 4591/Pdt.G/2022/PAJT, Dalam putusan
BAS tertulis Membebankan kepada Penggugat untuk

membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,OO tetapi

dalam Putusan tertulis Membebankan kepada Penggugat

untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,OO

Kriteria:

7. Kondisi:

Agar Ketua dapat mengingatkan kepada para hakim pada

saat kegiatan pertemuan rutin.

BAS menjadi tidak sempurna dan lengkap.

Rekomendasi:

Kelalaian dan kurang teliti dari Ketua Majelis.

Akibat:

Sebab:

Perkara Nomor 4582/Pdt.G/2022/PAJT, bukti dari

Penggugat tidak dicocokkan dengan aslinya, tidak diberi

tanggal, tidak diberikan tanda P dan tidak di paraf.

Kriteria:

Bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat harus dicocokkan

dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P atau T dan

diparaf.

Agar Ketua dapat mengingatkan kepada para hakim pada

saat kegiatan pertemuan rutin.

G. Kondisi:

Rekomendasi:
L

l

BAS menjadi tidak sempurna dan lengkap.

l_

L
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8. Bidang Administrasi Umum

I. Sub Bagian UmumDanKeuangan

1. Kondisi:

Pada beberapa ruangan belum dapat dilakukan update Daftar

Inventaris Ruangan/DBR.

Kriteria:

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor

115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Sebab:

Menu pada aplikasi SAKTI saat ini masih belum stabil dan kurang

mendukung kelancaran proses update data.

Akibat:

Informasi yang tersaji tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Rekomendasi:

Agar Ketua Pengadilan Agama dan Panitera lebih banyak

memberikan pengarahan dan pembinaan kepada para

Panitera Pengganti.

Tidak sama biaya perkara dalam berita acara sidang dan

putusan.

Akibat:

Panitera Pengganti kurang teliti dalam pengetikan BAS.

Sebab:l _

Biaya dalam amar Putusan BAS dengan biaya amar dalam

Putusan harus sama.



Rekomendasi:

Perubahan inventaris barang pada ruangan agar dicatat sehingga

saat aplikasi SAKTI telah tersedia menu terkait dapat langsung

diinput.

2. Kondisi:

Posisi barang persediaan antara yang tercatat dengan fisik yang

ada berupa perbandingan antara print out kondisi persediaan dari

aplikasi persediaan dengan fisik tidak dapat dilihat.

Kriteria:

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomer

115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Sebab:

Aplikasi tidak dapat dibuka saat kegiatan pengawasan.

Akibat:

Belum dapat dilakukan pemeriksaan posisi barang persediaan.

Rekomendasi:

Saat aplikasi sudah berfungsi kembali agar dilakukan penyamaan

data antara kondisi fisik dengan hasil print out aplikasi.

3. Kondisi:

Data aplikasi persediaan sudah terisi sampai bulan Januari 2023.

Kriteria:

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor

115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Sebab:

Proses tutup buku baru saja terlaksana.

Akibat:

Data triwulan I Tahun 2023 belum lengkap.

Rekomendasi:

Data bulan Februari 2023 sampai dengan awal Mei 2023 agar

segera diinput sehingga data tersaji secara lengkap.
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4. Kondisi:

Perpustakaan sudah ada dan dilengkapi register buku induk

serta sudah ada beberapa pegawai yang berkunjung ke

perpustakaan, namun jarang ada pegawai yang melakukan

peminjaman buku.

Kriteria:

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

85/KMA/SKNI2014 tentang Pengelolaan Perpustakaan di

Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4
(empat) Lingkungan Peradilan).

Sebab:

Belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab

kurangnya minat pegawai untuk melakukan peminjaman buku

perpustakaan.

Akibat:

Keberadaan perpustakaan belum dapat memberikan manfaat

secara maksimal.

Rekomendasi

Dilakukan sosialisasi mengenai keberadaan dan manfaat

perpustakaan agar pegawai tertarik untuk melakukan

peminjaman buku.

5. Kondisi :

Bendahara Pengeluaran kesulitan menemukan Bukti

pelaporan SPT Massa pada aplikasi pelaporan.

Kriteria :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun

2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan

Kewajiban Perpajakan.

Sebab
Bendahara belum pernah mengikuti sosialisasi mengenai

teknis penyampaian laporan SPT Massa terkini.
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\-
L

Akibat

Bukti pelaporan masih belum diketahui dengan jelas mana

yang termasuk sebagai bukti sah telah terlapornya SPT
Massa.

Rekomendasi

Bendahara Pengeluaran meluangkan waktu untuk mengikuti

sosialisasi dari kantor pajak dengan menghubungi Account

Representative Pajak yang memang bertugas memberikan
bimbingan atau himbauan, konsultasi, analisis, dan

pengawasan terhadap wajib pajak. Biasanya telah ditunjuk

AR oleh kantor pajak sesuai dengan wilayah yang akan

ditanganinya.
6. Kondisi :

Sewa rumah dinas telah dibayarkan pada bulan Mei 2023

untuk pemakaian sampai dengan bulan April 2023.
Kriteria :

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 35/SEK/SKlI/2023 tentang Standar Biaya Sewa

Rumah Oinas dan Transportasi Hakim Bagi Hakim dan Hakim

Ad Hoc Oi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang Berada Oi Bawahnya Tahun Anggaran 2023

Sampai OenganTahun Anggaran 2024.
Sebab

Pemilik rumah tidak keberatan biaya sewa dibayarkan setelah

pemakaian kamar yang disewakan, tidak dilakukan di awal

seperti pada perjanjian sewa menyewa yang berlaku pada

umumnya.

Akibat

Cara pembayaran yang dilakukan dapat menimbulkan kesan

Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak membayar biaya sewa

tepat waktu seperti sewajarnya pelaksanaan sewa menyewa.

Rekomendasi :

I,~
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II. Sub Bagian Perencanaan, TI Dan Pelaporan

1. Kondisi:

SK Tim Pengelola TI sudah dibuat khusus untuk Tim Inti

namun belum ada struktur, uraian tugas, kewajiban dan

tanggung jawab.

Kriteria:

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan

dan Kesekretariatan Peradilan.

Sebab:

Penyusunan SK hanya menampilkan personil dan jabatan

dalam surat keputusan.

Akibat:

Tidak diketahui detail dari surat keputusan yang dibuat

sebagai pedoman tim dalam melaksanakan tugas.

Rekomendasi :

Segera dibuat SK yang lebih lengkap sehingga dapat

diketahui tugas, kewajiban dan tanggung jawab masing­

masing personil.

2. Kondisi :

Rencana perawatan dan pemeliharaan TI Tahun 2023 belum

dibuat.

Kriteria:

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan

dan Kesekretariatan Peradilan.

Sebab:

Pembayaran biaya sewa rumah dinas sebaiknya dilakukan

secara periodik sesuai kebutuhan dan kesepakatan antara

pemilik dan penyewa, serta dilakukan secara tepat waktu

(tidak terlambat bayar).
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III. Sub 8agian Ortala Dan Kepegawaian

1. Kondisi:

Telah tersedia aplikasi e-Cuti yang Bernama SlAP CUTIE

namun pemanfaatannya belum dilakukan secara maksimal.

Kriteria:

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan

dan Kesekretariatan Peradilan.

Sebab:

Terhambatnya proses update data yang diperlukan pada

beberapa menu maupun sub menu pada aplikasi tersebut.

Akibat:

Petugas bag ian kepegawaian masih melakukan rekap cuti

secara manual setiap hari agar dapat tersaji data yang akurat

jika diperlukan informasi terkait jumlah sisa cuti pegawai.

Rekomendasi:

Jika aplikasi e-Cuti ini dapat dimanfaatkan secara maksimal

maka proses pengajuan secara manual yang memakan waktu

lebih lama dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Aplikasi e-Cuti dapat segera dimanfaatkan dalam proses

pengajuan cuti pegawai dengan menghubungi personil

pembangun aplikasi untuk melakukan update dan melengkapi

Belum dibuat rencana tersebut untuk tahun 2023.

Akibat:

Perawatan dan pemeliharaan tidak memiliki rencana yang

menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Rekomendasi:

Segera disusun rencana perawatan dan pemeliharaan tahun

2023 tersebut beserta realisasi perawatan dan pemeliharaan

dari Januari hingga April 2023.
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\

dengan menu dan sub menu yang diperlukan dalam
operasionalisasinya.

2. Kondisi:

Terdapat 2 kenaikan pangkat pegawai yang tertunda.

Kriteria:

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan

dan Kesekretariatan Peradilan.

Sebab:

Saat masa hukuman disiplin berakhir tidak muncul notifikasi

dari aplikasi sikep sehingga proses kembali ke pangkat

semula seperti saat sebelum menjalani hukuman tertunda

(Bulan April mundur ke Oktober).

proses penilaian pada berkas pengajuan syarat kenaikan

pangkat sampai saat ini belum mendapatkan feedback dari

BKN.

Akibat:

Kenaikan pangkat tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Rekomendasi:

Perlunya perhatian dari pejabat terkait ataupun petugas agar

tetap melakukan monitoring secara manual sehingga tidak

menimbulkan kerugian.

Pejabat terkait atau petugas yang menangani agar terus

melakukan konfirmasi ulang agar tidak beriarut-Iarut dan

menimbulkan kerugian pada pegawai bersangkutan serta

dapat diketahui status pengajuan berkas apakah memenuhi

syarat ataukah ada yang perlu diperbaiki dan dilengkapi.

3.Kondisi:

Tidak terdapat Buku Catatan Penilaian Pegawai dan hanya

berupa berkas teguran lisan pada pegawai yang melakukan

pelanggaran.

Kriteria:

I.._....
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IV. Website

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan

dan Kesekretariatan Peradilan.

Sebab:

Petugas belum membuat buku tersebut.

Akibat:

Tidak tersaji data secara cepat saat dibutuhkan.

Rekomendasi:

Segera membuat Buku Catatan Penilaian Pegawai sehingga

dapat menyajikan data akurat dan tercatat saat informasi

dibutuhkan.

4.Kondisi:

DUK dan Bezetting telah di update secara rutin namun tidak

ada hardcopy-nya (print out).

Kriteria:

Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 7

Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan

dan

Kesekretariatan Peradilan

Sebab:
Tidak dilakukan print data sebagai arsip.

Akibat:

Tidak tersedia data secara cepat dan update saat dibutuhkan.

Rekomendasi:

Dilakukan print data secara periodik terutama saat terjadi

perubahan pegawai (mutasi) sehingga dapat tersaji data

akurat saat dibutuhkan (DUK pada akhir tahun dan Bezetting

setiap 3 bulan).




























































































































































































































































































































































































